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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa pemilihan
kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya melalui Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus di Desa Ngarum, Kecamatan
Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang menghadirkan persoalan yuridis
mengenai status keputusan Bupati dalam penetapan hasil pemilihan
kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta dilengkapi
dengan wawancara dan dokumentasi guna memperkaya data lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan
mengadili sengketa pemilihan kepala desa sepanjang objek sengketa
berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur
konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Namun,
ambiguitas sering muncul karena sebagian keputusan dianggap sebagai
tindakan politik elektoral yang tidak termasuk objek sengketa TUN,
sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan antarwilayah peradilan.
Studi kasus Desa Ngarum memperlihatkan bahwa calon kepala desa yang
merasa dirugikan berupaya menempuh jalur hukum melalui PTUN
Surabaya, meskipun pada praktiknya pengadilan menghadapi dilema
dalam mengkualifikasikan objek sengketa tersebut. Penelitian ini
menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penyeragaman
interpretasi hukum agar mekanisme penyelesaian sengketa pilkades lebih
jelas, adil, dan dapat menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian
ini adalah perlunya penguatan pemahaman hukum administrasi bagi
aparat desa, masyarakat, dan lembaga peradilan, serta reformulasi
kebijakan yang lebih eksplisit mengenai kewenangan PTUN dalam
menangani sengketa pemilihan kepala desa. Dengan demikian, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun
praktis dalam upaya memperbaiki sistem hukum administrasi dan
memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.
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